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A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN

A1 NPWP . 873287512408000 A5 NAMA JABATAN :  Pelaksana
A2 NIP/NRP : 198004292022032001 A6 JENIS KELAMIN B D { AKI - LAKL D PEREMPUAN
A3 NAMA : Dwi Ramdhani Vas Aprilianti, AMd AK
A4 PANGKAT/ : lVc/Pengatur A7 NIK ©  3215036304890002
GOL A8 STATUSUUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP
B. RINCIAN PENGHASIHLAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21
URAIAN JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : D 21-100-01 D 21-100-02
PENGHASILAN BRUTO
1. | GAJ POKOK | PENSIUN 35.898.800
Z. | TUNJANGANISTRI 3.580.880
3. TUNJANGAN ANAK 1.435.952
4. TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN 0
5. | TUNJANGAN STRUKTURAL / FUNGSIONAL 0
6. | TUNJANGAN BERAS 4.055 520
7. | TUNJANGAN LAIN-LAIN 2.520.328
8. | PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI GAJl 48.888.219
9. | JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1S.D.8) 96.388.699
PENGURANG
10. | BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN 4.819.434
11. | IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT 1666217
12. | ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJE YANG DIBAYARKAN MELAL LI PEMBER! KERJA )
13. | JUMLAH PENGURANGAN ({10 S.D. 12} 6.485.651
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21
14. | JUMLAH PENGHASILAN NETO (9-13) £9.903.048
15. | PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMEER] KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK 0
16. | JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN / DISETAHUNKAN) $9.903.048
17. | PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) 54.000.000
18. | PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16-17) 35.903.000
19. | PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN 1.795.150
20. ['PPh PASAL 21 VANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG 0
MEMBAYAR GAJI POKOK
21, | PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPGTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGEUNG 0
PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJ POKOK
22 | PPh PASAL 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19-20-21) 1.795.150
23. | PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNAS! PADA SELAIN MAGA PAIAK TERAKHIR 1.795.150
23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG 0
23b. PPh PASAL 21 INTANGGUNG PEMERINTAH (DTP) 1.795.150
=24, | PPh PASAL 21 KURANG BAYAR / LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR 0
24z, PPh PASAL 21 DIFOTONG 0
24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) 0

C. PEGAWA! TERSEBUT COt [] DIPINDAHKAN ~ C.02[ | PINDAHAN CQ’D BaRU  Co4[ | PENSIUN
D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

D1 NPWP Instansi Pemerintah «  00014896501700C

D2  Nama Instansi Pemerintah : KRETARIAT JENDERAL KERM! PERTANIAN

D3 D Sub Unit Organisasi . 451005
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D5 NAMA PENANDATANGAN - Denny Hariman Ritonga. S.80s

D6  Pernyataan Wajib Pajak A Z:D;‘ an i ;1: saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan Pajak telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara
lektront

Sesuai dengan ketentuan yang beriaku Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa dokumen ini telah ditandatangani secara efektronik sehingga
tidak diperiukan fanda tangan basah




KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

£/ Layanan informasi & Pengaduan: (121) 1500200 @ -

BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK {(BPE)

- 24 Februari 2026

“Portal y

BPE-48247/CTIKPP.2204/2026

SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi
2025

Januari - Desember 2025

Normal
Wajib Pajak

24 Februari 2026



